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A. Latar Belakang Masalah.  
Unjuk rasa atau atau lebih dikenal dengan demonstrasi adalah sebuah gerakan 
protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk 
menyatakan eksepresi, pikiran, pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan 
suatu pihak, instansi pemerintah dan negara atau sebagai sebuah upaya penekanan 
secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa atau Demonstrasi 
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang 
Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau 
demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka 
umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, 
kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.  
Unjuk rasa sering kali mengarah pada kekerasan, pengerusakan, dan mengganggu 
ketertiban umum. Selain itu unjuk rasa juga seringkali dilakukan oleh sekelompok 
massa tanpa perizinan dari pihak kepolisian. Secara ideal unjuk rasa seharusnya 
dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggungjawab, namun pada kenyataannya sering 
kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti 




Unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat yang 
menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang sering kali tidak dapat diprediksikan, 
meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian 
disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyatannya di 
lapangan, jumlah tersebut sering kali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh 
melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan. Ketidakpastian ini terjadi pula dalam 
lama orasi dan berunjuk rasa, sering kali tidak dapat diprediksikan, karena pada 
pelaksanaannya di lapangan lama mereka berorasi dan berunjuk rasa sering kali meleset 
dari perkiraan dan pemberitahuan ang disampaikan kepada pihak kepolisian, dengan 
alasan di antaranya tuntutan yang disampaikan belum selesai, tidak ada pejabat 
pemerintahan yang menemui massa dan negosiasi yang memakan waktu lama.1  
Potensi terjadinya kekerasan dan anarkis dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh 
situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (out of control) dapat memungkinkan 
massa melakukan kekerasan dan pengerusakan terhadap fasilitas publik maupun 
terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak 
yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk 
melakukan anarkis atau mengganggu ketertiban umum.  
Salah satu momentum unjuk rasa yang berujung pada tindakan represi oleh  
Kepolisian kepada pengunjuk rasa adalah pada tahun 2019 dengan menolak  
                                                 




Rancangan Undang-Undang (RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba), 
UndangUndang (UU KPK), Undang Undang Sumber Daya Air maupun kebijakan 
pemerintah lainnya sejak 24 September 2019 hingga 30 September 2019. dimana 
pemerintah membahas beberapa kebijakan undang-undang yang dinilai oleh 
masyarakat, akademisi, buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan lainya sebagai kebijkan 
yang akan mengancam kehidupan rakyat dan merugikan masyarakat pada umumnya.   
Aksi yang digelar serentak oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil 
di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Ternate, Medan dan 
beberapa kota besar lainnya berakhir dengan sejumlah kericuhan. Pada awalnya aksi 
tersebut digelar secara damai oleh sejumlah elemen pelajar (STM, SMK, SMP, SMA 
dan mahasiswa perguruan tinggi), buruh, petani serta kelompok masyarakat sipil untuk 
memprotes sejumlah rencana pengesahan undang–undang, kebijakan pemerintah yang 
dianggap semakin represif.2  
Menurut data Lokataru Law and Human Rights office berdasarkan hasil 
investigasi di wilayah Jakarta, Bandung, Medan dan Makasaar hampir 1.000 Pelajar 
ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan sebagaian sudah dibebaskan, akan tetapi9 hingga 
kini Kepolisian belum memberikan alasan dan ketentuan Pasal yang disangkankan 
terhadap para pelajar kepada masyarakat luas.3   
                                                 
2 Daywin Prayogo, 2019, Hadiah Kayu Untuk Para Demonstrasi :Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan 
Aksi Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi,  Lokataru Foundation, Jakarta. Hal. 1  




Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang dikonsolidasikan 
jumlah korban yang dirawat, dilarikan kerumah sakit, posko kesehatan selama aksi 
unjuk rasa pada 24-30 September 2019 berikut penulis uraikan total keseluruhan dari 
beberap daerah.  
Tabel 1 Jumlah Keseluruhan Korban Tindakan Represif Kepolisian Pada 
Aksi Unjuk Rasa  
Daerah  Korban Luka  Meninggal Dunia  
Jakarta  254  3  
Bandung  400  -  
Kendari  15  2  
Makassar  50  -  
Total   719  5  
Sumber  Data: Lokataru Law and Human Rigts Office Tahun 2019   
Berdasarkan data tersebut, setidaknya menggabarkan tindakan penggunaan 
kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, akan tetapi 
belum termasuk data kekerasan di Daerah Jogkarta, Medan, Malang dan beberapa kota 
lainya yang belum terdata.   
Selaras dengan itu, data Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan 
(KontraS) menyatakan bahwa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia pada aksi 
tangal 24-30 September 2019 menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa, dilakukan 
oleh Kepolisian dengan melakukan pemukulan, penggunaan gas air mata, penangkapan 
hingga proses pemeriksaan tanpa pendampingan Advokat , yakni penangkapan terhadap 
1.489 orang.4    
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Disamping korban luka-luka pada pengujuk rasa, tindakan represi yang dilakukan 
Kepolisian ini juga mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia selama 
berlangsungnya unjuk rasa tersebut yakni Immawan Randy (21), Yusuf Kardawi (19), 
Maulana Suryadi (23), Bagus Putra Mahendra (15), dan Akbar Alamsyah Rahmawan 
(19) setelah koma selama sekian minggu.5  
Tabel 2 Daftar Korban Luka Parah dan Meningal Dunia Pada Aksi Unjuk 
Rasa Pada 24-30 September 2019  
  
Tanggal  Nama Korban  Kondisi Luka Berat  
24/9/2019  Faisal Amir (21)  
Kuliah di  




mengalami Luka Berat dan sempat hilang 
dari kawannya pada pukul 16:00, ditemukan 
di dekat Pulau Dua Restaurant sudah tidak 
sadarkan diri. Luka retak dari jidat kiri 
sampai kepala belakang bagian kanan. 
Memanjang dan menyilang. Ada pendarahan 
di bagian otak, tulang bahu patah,bagian dada 
dan tangan kana  memar.  
25/9/2019  Sugianto A. Hanafi  
Kuliah di Institut  
Agama Islam Negeri  
(IAIN), Ternate  
  
Mengalami Luka Berat dengan mata kirinya 
tertembak peluru gas air mata hingga 
berdarah saat mengikuti demo penolakan 
RUU KPK dan KUHP di depan kantor DPRD 
Kota Ternate.  
27/9/2019  Diki Wahyudi (20)  
Universitas Bosowa,  
Makassar  
Dicky Wahyudi ditabrak mobil barracuda. Di 
muka sebelah kanan terdapat memar, dan 
luka di bagian dada kanannya. Menurut 
keterangan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen 
Pol Mas Guntur Laupe, anggotanya tidak 
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Tanggal  Nama Korban  Kondisi Meninggal Dunia  
25/9/2019  Bagus Putra  
Mahendra (15) SMA 
kelas XI, Jakarta  
  
Meninggal Dunia Plt Kanit Lakalantas Polres 
Jakarta Utara, Ipda Farmal mengatakan 
korban tewas tertabrak truk bernomor polisi 
B 9417 QZ yang melintas di sana. Polisi 
menjelaskan bahwa tidak ada yang sedang 
mengejar pelaku.   
 
26/9/2019  La Ode Yusuf  
Badawi (19)  
Kuliah di  
Universitas Halu  
Oleo, Kendari  
  
Yusuf Kardawi terjatuh di depan pintu Dinas 
Ketenagakerjaan usai diduga tertembak 
aparat. Usai Yusuf terjatuh, aparat kepolisian 
yang menggunakan seragam maupun tidak 
justru menghampiri dari arah depan dan dari 
area Dinas Ketenagakerjaan Kendari . Pada 
saat itu, Almarhum yang sudah terjatuh 
langsung mendapatkan tindakan kekerasan 
oleh salah seorang anggota kepolisian dengan 
menggunakan tongkat .  
26/9/2019  Immawan Randi  
(21) kuliah di  
Universitas Halu  
Oleo, Kendari  
  
Ditembak di dada kanan. Lubang luka 
tembak berdiameter 0,9 cm pada bagian 
ketiak kiri dan 2,1 cm pada bagian dada 




26/9/2019  Maulana Suryadi  
(23) Jakarta  
  
Klaim polisi menyebutkan bahwa Maulana 
tewas akibat sesak nafas dan bukan karena 
penganiayaan. Kabid Humas Polda Metro 
Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono 
menyatakan pihak keluarga telah melihat 
sendiri kondisi jenazah Maulana.   
  
Ia juga mengatakan Maspupah (ibu Maulana) 
menolak jenazah Maulana diotopsi. Selain 
itu, menurut Argo, ada pernyataan di atas 
kertas bermaterai yang ditandatangani 
Maspupah soal penyebab kematian Maulana.   
  
Sekali lagi, karena sesak nafas. Namun 
belakangan Maspupah mengatakan bahwa 
saat menengok jenazah Maulana di Rumah 
Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada 
Kamis, 26 September lalu, ia mendapati 
wajah anaknya bengkak. Ia juga sempat 
melihat darah keluar dari telinga anaknya  
  Akbar Alamsyah  
Jakarta  
  
Diduga ikut aksi pada tanggal 25 September 
bersama pelajar lain. Esok harinya pihak 
keluarga mulai mencari keberadaan Akbar. 
Menurut keterangan kawannya, Akbar 
ditahan di Polres Jakbar.   
    
Disana memang ada nama Akbar, tetapi 
orang tua dihalangi untuk bertemu. Tak lama 
berselang orang tua dikabari, Akbar telah 
berada di RS Pelni dan kemudian dipindah ke 
RS Polri Kramat Jati. Keluarga menemukan 
wajah dan mata Akbar lebam. Kepalanya 
sudah diperban pasca operasi _a nada tulang 
kepalanya yang patah. Tanggal 30 Akbar 
dipindah ke RSPAD Gatot Subroto dan 10 
hari kemudian meninggal dunia.  




Bagi Penulis tindakan aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa ini 
merupakan tindakan yang melampaui batas dalam penanganan aksi massa, dimana 
pembubaran masa aksi dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi secara 
berlebihan terhadap pengunjuk rasa atau demonstran, yang disertai penangkapan 
terhadap sejumlah mahasiswa, pelajar. Kepolisian mengerahkan sejumlah kendaraan 
taktis dan pasukan anti huruhara yang mengejar dan membubarkan paksa massa aksi. 
Tindakan ini telah melampaui batas toleransi yang lazim di sebuah negara demokrasi 
yang menghargai dan melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat.   
Kebebasan berkumpul, dan berpedapat dimuka umum adalah hak konstitusional 
setiap warga negara Indonesia maupun Hak Asasi Manusia yang ditegaskan dalam 
Konstitusi Negara Indonesia Pasal 28E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.6 Maka keharusan bagi aparatur 
negara untuk melindungi hak tersebut dengan mengamankan kegiatan penyampaian 
pendapat dimuka umum yang dilakukan oleh pengujuk rasa, bukan sebalikya 
menyerang para demonstran yang menyampaikan aspirasi, dan penolakanya terhadap 
kebijakan negara.   
Setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat dimuka umum dengan 
berunjuk rasa maupun dalam bentuk lainya, juga memiliki mekanisme hukum demikian 
pula bagi arapat Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa tersebut memiliki 
                                                 
6 UUD 45 dan Perubahanya, Penerbit Redaksi Tangga Pustaka, Cetakan Pertama, 2009, Jakarta Selatan. 




Standart Operational Procedure baik dalam penggunaan kekuatan, senjata api bahkan 
pelibat TNI.   
Di dalam Resolusi PBB 34/169 tentang Prosedur bagi Penegak Hukum jelas 
tertulis bahwa penggunaan kekuatan hanya diambil jika benar-benar diperlukan dalam 
menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di lapangan. Penggunaan kekuatan sendiri 
dimaksudkan sebagai jalan terakhir untuk mencegah tindakan kriminal lain yang bisa 
membahayakan orang lain/kepentingan publik. Resolusi tersebut menegaskan asas 
nesesitas dan proporsionalitas bagi penegak hukum dalam mengambil tindakan.  
Aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan hanya apabila 
amat diperlukan dan hanya sejauh yang dibutuhkan oleh pemenuhan tugas 
mereka. Komentar:  
 (a) Aturan ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat penegakan 
hokum haruslah dalam konteks keadaan yang luar biasa; meski tersirat bahwa 
aparat penegak hukum mungkin memiliki kewenangan untuk menggunakan 
kekuatan apabila ia diperlukan dalam keadaan pencegahan tindak kriminal atau 
untuk melaksanakan atau membantu penangkapan pelaku atau tersangka sesuai 
hukum yang berlaku, kekuatan di luar konteks tersebut tidak diperbolehkan sama 
sekali. (b) Hukum sebuah negara lazimnya membatasi penggunaan kekuatan oleh 
aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Harus 
dipahami bahwa prinsip proporsionalitas negara harus dihormati dalam tafsir atas 
aturan ini. Dalam keadaan apapun, aturan ini tidak dapat ditafsirkan untuk 
memberikan wewenang bagi penggunaan kekuatan yang tak sesuai 
(disproportionate) dengan sasaran sah (legitimate objective) yang ingin dicapai. 
(c) Penggunaan senjata api dinilai sebagai tindakan ekstrim. Segala usaha 
haruditempuh untuk menghindari penggunaan senjata api, terutama kepada anak-
anak. Secara umum, senjata api tidak boleh dipergunakan, kecuali saat tersangka 
pelaku melakukan perlawanan bersenjata (armed resistance) atau membahayakan 
nyawa orang lain, dan tindakan lainnya dinilai tidak memadai untuk menahan 
atau menangkap tersangka pelaku. Di setiap saat senjata api dipergunakan, 
sesegera mungkin ia harus dilaporkan pada otoritas yang kompeten.7  
  
                                                 
7  Lihat Article 3 Code of Conduct for Law Enforcement Officials Adopted by General Assembly 
resolution 34/169 of 17 December 1979, United Nations Human Rigts Office of The  




Di Indonesia prinsip three prong test (legalitas, nesesitas, proporsionalitas), telah 
diadopsi dalam peraturan maupun prosedur tetap (Protap) untuk mengambil tindakan 
dalam membubarkan aksi, yang setidaknya terdapat dalam 4 Protap yang keluarkan olek 
Kepolisian Republik Indonesi yang berlandaskan pada Resolusi PBB dalam mengani 
aksi demonstrasi. Diantaranya Perkapolri No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan 
dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas 
Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan HuruHara, Perkapolri No. 8 Tahun 
2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkapolri No. 
7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan 
Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.  
Di dalam Perkap No. 8 Tahun 2010, mengatur secara lengkap bagaimana pihak 
Kepolisian membagi tingkat eskalasi ke dalam tiga tingkatan: situasi damai (hijau), 
situasi tidak tertib (kuning),serta situasi melanggar hukum atau anarkis (merah) di pasal 
6, lengkap dengan persiapan timpengendalian dan cara-cara merespons eskalasi tersebut 
secara proporsional. Pada faktanya, aksi unjuk rasa pada 24-30 September 2019 tersebut 
tidak mengalami ekskalasi yang signifikan berupa melangar hukum sehingga menjadi 
dasar Kepolisian untuk membubarkan dan menggunakan kekuatan secara sewenang-




Sebuah tindakan aparat kepolisian untuk menekan, mengekang, menahan dan 
menidas8 secara berberlebihan dan sewenang-wenang merupakan tindakan represi yang 
dilakukan aparat kepolisian terhadap masa aksi. Maka segala tindakan kepolisian yang 
menggunakan kekuatan yang besar atau tenaga yang berlebihan dengan melanggar 
hokum merupakan represi.  
Hasil kajian dan analisis Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban  
Kekerasan) yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi yang terdiri dari 
Advokat pada LBH, YLBHI dan lainya, menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum yang dibagi dalam tiga bagian 
berdasarkan tahapan tindakan Kepolisian yakni sebelum unjuk rasa, saat unjuk rasa 
dilakukan dan setelah membubarkan pengujuk rasa, sebagaimana:   
a. Sebelum unjuk rasa dilakukan, diketahui bahwa Kepolisian menghalangi 
upaya mahasiswa yang datang ke Jakarta dengan menggunakan bus. Bahkan 
pada aksi tanggal 25 dan 30 September, polisi melakukan sweeping dan 
penangkapan tak berdasar hukum terhadap para pelajar sekolah yang hendak 
mengikuti aksi unjuk rasa di berbagai tempat: stasiun kereta, jalan raya, 
dalam kereta, terminal bis, dan lainnya. Para pelajar yang ditangkap 
ßkemudian dibawa ke kantor polisi terdekat, dibuat setengah telanjang, dan 
dijemur di tengah teriknya matahari.  
b. Saat unjuk rasa dilakukan, Kepolisian juga melakukan pelanggaran dengan 
menggunakan kekuatan yang berlebihan seperti tiba-tiba melontarkan gas  
air mata ke kerumunan massa tanpa alasan sah. Bahkan gas air mata 
dilontarkan ke kampus Atma Jaya yang menjadi tempat evakuasi korban 
yang mendapatkan perawatan medis. Polisi menghalangi massa pengunjuk 
rasa untuk mendekat ke Gedung DPR/MPR, padahal di situlah aspirasi 
hendak disampaikan.  
c. Setelah membubarkan paksa tanpa alasan yang jelas, Kepolisian lanjut 
melakukan perburuan terhadap setiap orang yang mereka anggap pengunjuk 
rasa. Setiap orang yang dianggap pengunjuk rasa dikejar-kejar, bahkan 
                                                 
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Represi, dalam https://kbbi.web.id/represi, yang diakses pada 12 




sampai ke restoran cepat saji. Ketika ditangkap, orang-orang ini juga dianiaya 
tanpa alasan yang jelas sampai-sampai berada dalam keadaan yang 
mengenaskan. Tidak cukup sampai di situ, semua orang yang ditangkap 
dibawa ke kantor polisi (Polda, Polres) untuk diperiksa dengan tidak boleh 
didampingi kuasa hukum dan tidak boleh ditemui oleh orang tua atau 
keluarga mereka.9   
  
Lantas bagaimana peran dan tanggung jawab negara atas pelanggaran hukum dan 
hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap orang yang berunjuk 
rasa yang menjadi korban tindakan represi bahkan meninggal dunia sebagaiman penulis 
paparkan diatas. Negara memiliki andil besar dalam melindungi hak-hak setiap warga 
negaranya, dan sebagai pelaku utama yang harus tegas dan responsif terhadap setiap 
pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan 
dalam Pasal 28I ayat 4 UUD 145 yang berbunyi “negara bertanggungjawab atas 
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.” 
Tanggungjawab tersebut bukan hanya pemajuan akan tetapi juga penegakan terhadap 
aparat yang justru melanggar HAM. Terutama terkait peran negara dalam melindungi 
hak setiap warga negaranya dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM korban unjuk 
rasa.  
Dalam penelitian hukum akan fokus membahas dua hal tersebut yang berkaitan 
dengan peran negara dalam melindungi hak setiap warga negaranya dan penyelesaian 
kasus pelanggaran HAM korban unjuk rasa, sebagai langkah untuk melakukan 
                                                 
9 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Penangangan Aksi Unjuk Rasa Menentang RUU 
Kontroveesial Brutal Sewenang-Wenang dan Melanggara Hak Asasi Manusia, dalam 
https://kontras.org/2019/10/07/penanganan-aksi-unjuk-rasa-menentang-ruu-kontroversial-





penilaiaan dan upaya perombakan hukum. Agar tercipta sistem hukum dan peraturan 
peraturan hukum yang  memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga  
negaranya secara adil.   
Maka berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam hal ini Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian secara mendalam mengenai mekanisme penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM terhadap korban tindakan represi unjuk rasa, dan peran negara dalam 
melindungi hak setiap warga negaranya. Penulis mengakat penelitian dengan judul 
Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap 
Pengujuk Rasa Diwilayah Hukum DKI Jakarta Dalam Perspektif  
Hak Asasi Manusia.    
B. Rumusan Masalah   
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Apa saja bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap 
pengunjuk rasa ditinjau dari prespektif HAM di wilayah hukum DKI Jakarta?  
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindakan represif yang dilakukan 
aparat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa di wilayah hukum DKI Jakarta?  
C. Tujuan Penelitian  





1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tindakan represif yang dilakukan 
aparat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa ditinjau dari prespektif HAM di 
wilayah hukum DKI Jakarta.  
2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian kasus atas  
tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa di 
wilayah hukum DKI Jakarta  
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi semua 
khalayak baik manfaat dalam segi teoritikal maupun segi praktikal. Manfaat tersebut 
penulis uraikan sebagai berikut:   
1. Bagi Penulis  
Bagi penulis penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum, juga diharapkan 
mampu memperkaya wawasan dan mempertajam kemampuan analisis 
permasalahan hukum  
2. Bagi Masyarakat  
Bagi khalayak umum, penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan 
suatu gambaran yang konkrit dan ilmiah mengenai tindakan negara dan 
mekanisme dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap korban 




3. Bagi Pemerintah  
Bagi Pemerintah, Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi Pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam 
menangani kasus pelanggaran HAM.  
4. Bagi Mahasiswa  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para 
mahasiswa mengenai obyek penelitan yang usulkan oleh peneliti, sehingga para 
mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam 
pembenahan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.  
E. Kegunaan Penelitian  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada obyek-obyek yang terkait 
dengan topik dan atau pokok pengkajian dalam penelitian hukum ini.  
1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran 
dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara, khususnya pada 
perspektif Hak Asasi Manusia dalam kasus tindakan represi terhadap 
pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.  
2. Sebagai sarana pembelajaran penulis untuk meningkatkan analisa dan 
membangun pola pikir ilmiah dalam menelaah suatu problematika hukum 
yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalm kebebasan berkumpul, dan 




3. Sebagai sarana bagi pembaca maupun masyarakat luas untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.   
4. Sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam upaya pembenahan kebijakan 
dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penindakan terhadap aparat  
Kepolisian.  
F. Metode Penelitian  
a. Jenis Penelitian  
Penelitian hukum ini merupakan normative-empiris yang mengunakan studi 
penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan penambahan unsur 
normative. Penelitian ini membicarakan secara khsus mengenai bagaimana fakta 
penindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap pengujuk rasa, peran aparatur 
pemerintah dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM korban kekerasan 
unjuk rasa, yang berbincang secara langsung dengan pihak Komisi Nasional Hak  
Asasi Manusia RI dan Kepolisian Daerah DKI Jakarta  
b. Metode Pendekatan   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan metode 
pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai praktik dalam 
masyarakat.10 Dengan menelaah bagaimana suatu hukum diterapkan dalam lapangan 
masyarakat dan bagaimana bentuk tindakan kepatuhan masyarakat atas hukum yang 
berlaku.  
                                                 




c. Sumber Data  
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dalam 
menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, yang terdiri dari data 
primer, data sekunder, dan data tersier.   
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya,11 yang 
diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (fiel research). 
Dalam penelitian hukum penulis menggunakan Data Primer baik berupa hasil 
wawancara, file, rekaman, pendapat, dokumen dan lain-lain yang diperoleh 
secara langsung terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dan  
Kepolisian , yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang penulis angkat.   
2. Data Sekunder  
Data sekuder merupakan data pelengkap atau penambah data primer. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.12 
Pengumpulan Data sekunder dilakukan dengan studi penelitian kepustakaan 
yaitu dengan mempelajari peraturan-perundang-undangan 12  yang berkaitan 
dengan objek penelitian dan dapat digunakan dalam menelaah permasalahan 
hukum.Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi dalam bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen HAM  
                                                 
11 J Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 2 
12 Ronny Hanitijo S, 2004, Metode Penlitian Hukum dan Yurimetri, Penerbit Ghalia, Jakarta, Hal.42  




Nasional dan Internasional yakni:   
1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  
2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan  
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM  
6. Kovensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik  
7. Kovensi Internasional yang telah diratifikasi  
8. Peraturan perundang-undangan lain    
Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, 
dan lain-lain.13 Bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dan 
dapat digunakan dalam menelaah permasalahan hukum. Bahan Hukum 
Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus, 
Glosarium, dan lain lain.    
d. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, penulis mengunakan 
metode :  
                                                 




a) Studi Kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara melakukan penelusuran 
atas berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, buku, 
jurnal-jurnal, majalah, artikel, dan lain lain yang dapat mendukung 
pengakajian masalah.   
b) Observasi, yakni proses melakukan pengamatan, penelitian, dan 
menganalisis terhadap objek yang diteliti. Penulis datang secara langsung 
ke lokasi penelitian untuk mencari dan memperoleh data dan informasi.  
c) Wawancara, yakni proses dioalog yang dilakukan antara dua pihak yakni 
penulis dengan responden agar mendapatkan informasi dan data yang 
dibutuhkan dalam analisis dengan cara mengajukan pertanyaan secara 
langsung terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dan  
Kepolisian Daerah DKI Jakarta  
e. Metode Pengelolaan Data  
Metode pengelolaan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan 
metode kualitatif yakni menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan dan 
memaparkan uraian data dan informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh 
dalam lapangan. Data dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisis untuk 




G. Sistematika Penulisan  
Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap 
bab akan dibagi menjadi beberap sub bab didalamnya. Adapun sistematika 
penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
BAB  I PENDAHULUAN   
Pada bab ini  berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab metode penelitian akan 
diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik 
pengumpulan data serta analisa data.   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Pada bab ini membahas teori teori yang digunakan dalam menelaah objek 
penelitian penulis, yang meliputi deksripsi mengenai : (1) Tinjauan Umum  
Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum yang membahas terkait:   
 Pengertian Penyampaian Pendapat  Dimuka Umum, bentuk-bentuk  
Penyampaian Pendapat Dimuka Umum, dasar hukum dan mekanisme  
Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. (2) Tinjauan Umum Tentang HAM 
yang membahas pengertian HAM, sejarah HAM, Jenis-Jenis HAM, dan 
Instrumen HAM Nasional-Internasional dan teori kriminologi penyebab 
kejahatan. (3) Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM yang membahas 




Pelanggaran HAM.   
BAB III HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 
didalamnya mendeskripsikan dan memaparkan data hasil penelitian yang 
berkaitan dengan dua hal yakni : (1) Bagaimana Peran Negara Melindungi  
Hak Warga Negaranya Dalam Berunjuk Rasa dan (2) Bagaimana Negara  
Menyelasikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Korban  
Yang Berunjuk Rasa.  
BAB IV PENUTUP  
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat 
mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa peneliti terhadap objek 
penelitian. Sedangkan saran memuat mengenai masukan, rekomendasi atas 
masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab 
persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.  
  
  
  
  
  
  
  
  
